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ABSTRACT 
The 2023 Indonesian Criminal Code reform introduces the criminalization of 

cohabitation under Article 412, raising concerns regarding its implications for the civil status of 

children and vital administrative procedures. Although cohabitation is criminalized as a 

complaint-based offense, the provision may lead to misinterpretation among healthcare 

providers and civil registry officers, particularly regarding the issuance of birth certificates. 

Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this 

study examines the interaction between Article 412 of the Criminal Code, the Marriage Law, 

Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the Population Administration Law, and 

the 2023 Health Law. The findings indicate that the criminalization of cohabitation does not alter 

the civil status or rights of children, which remain protected through recognition mechanisms 

and identity rights. However, regulatory gaps persist due to the absence of clear implementation 

guidelines, posing risks of administrative barriers. Regulatory harmonization and technical 

directives are therefore necessary to ensure that children’s rights remain fully protected 

regardless of their parents’ legal circumstances. 
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ABSTRAK 
Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru 2023 menghadirkan pengaturan 

kohabitasi dalam Pasal 412 yang menimbulkan perdebatan terkait implikasinya terhadap 

status anak dan tata kelola administrasi kependudukan. Meskipun kohabitasi dikriminalisasi 

sebagai delik aduan, ketentuan ini berpotensi menimbulkan interpretasi keliru di tingkat 

pelayanan kesehatan dan pencatatan sipil mengenai penerbitan surat keterangan lahir dan 

akta kelahiran. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus, kajian ini menganalisis keterkaitan Pasal 412 KUHP dengan 

UU Perkawinan, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, UU Administrasi Kependudukan, serta UU 

Kesehatan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi tidak memiliki 

konsekuensi yuridis terhadap status perdata anak, yang tetap dilindungi melalui mekanisme 

pengakuan dan hak identitas. Namun demikian, terdapat potensi kesenjangan hukum akibat 

kurangnya pedoman implementasi yang dapat memicu hambatan administratif di fasilitas 

kesehatan dan Disdukcapil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman 

teknis untuk memastikan perlindungan hak anak tetap terjaga tanpa terpengaruh norma 

pidana yang ditujukan kepada orang tua. 

Kata kunci: KUHP 2023; kohabitasi; status anak; administrasi kependudukan; hak identitas 
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PENDAHULUAN 

Perubahan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP Baru 

merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum di Indonesia. Salah satu 

ketentuan yang menuai perhatian publik adalah pengaturan mengenai perzinaan dan 

kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. 

Ketentuan ini memunculkan perdebatan luas karena beririsan langsung dengan 

kehidupan privat masyarakat serta berdampak pada aspek hukum keluarga dan 

sosial. 

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai tahap penting dengan 

pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023. KUHP baru ini secara substansial 

menggantikan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië yang telah berlaku 

lebih dari satu abad, sekaligus mencerminkan nilai sosial, budaya, dan moral 

masyarakat Indonesia masa kini (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 2025). 

Salah satu aspek yang menimbulkan perdebatan sengit di ruang publik dan akademik 

adalah pengaturan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam 

Pasal 412 KUHP Baru. Ketentuan ini merupakan inovasi baru yang tidak terdapat 

dalam KUHP kolonial, yang semula berlandaskan nilai budaya Barat yang cenderung 

lebih permisif terhadap hubungan non-perkawinan (Sukardi DetikNews, 2022). 

Perbedaan nilai budaya ini mencolok antara masyarakat Indonesia, yang 

memandang hubungan di luar perkawinan sebagai isu sensitif terkait norma agama, 

moralitas, serta ketertiban keluarga (Jawa, 2024). Pengaturan kohabitasi dalam 

KUHP Baru melalui Pasal 412 menandakan respon negara terhadap dinamika sosial 

tersebut, meskipun memicu diskursus lanjutan dari perspektif hukum kesehatan dan 

perdata, khususnya status anak hasil hubungan tersebut. Indonesia telah menegaskan 

hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memungkinkan pembuktian ilmiah 

seperti tes DNA untuk hak waris dan perawatan (Mahkamah Konstitusi, 2010). 

Pertanyaan krusial yang timbul dari delik kohabitasi dalam KUHP Baru adalah 

potensinya memengaruhi kedudukan perdata anak atau menciptakan hambatan 

administratif pada layanan kesehatan dan pencatatan sipil. Tenaga kesehatan 

memegang peran utama dalam menerbitkan surat keterangan kelahiran sebagai 

prasyarat akta kelahiran, sehingga ketidakjelasan antara norma pidana kohabitasi 

dan administrasi kependudukan berisiko menimbulkan legal gap. Pada praktiknya, 

hal ini dapat menghambat pemenuhan hak identitas anak serta akses pelayanan 

kesehatan ibu dan anak, sebagaimana diatur dalam regulasi kependudukan 

Indonesia. 

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan memberikan analisis normatif terhadap 

implikasi KUHP baru terhadap status anak dari hubungan kohabitasi serta tanggung 

jawab tenaga kesehatan dalam penerbitan surat keterangan lahir. Analisis dilakukan 

melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, kerangka 

hukum kesehatan, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi kesenjangan 

regulasi pasca berlakunya KUHP terbaru. Pendekatan ini diperlukan mengingat 
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potensi konflik antara norma pidana kohabitasi dengan hak anak dan administrasi 

kependudukan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 1 Tahun 

2023 tentang KUHP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat 

para ahli. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang 

berfokus pada analisis norma hukum positif, doktrin, serta asas-asas hukum relevan 

dengan isu kohabitasi, status anak, dan kewajiban tenaga kesehatan dalam 

penerbitan surat keterangan lahir. Pendekatan yang diterapkan mencakup 

pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah 

perubahan norma Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 (KUHP) terbaru beserta 

kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan 

ketentuan hukum yang berlaku dan mengevaluasi koherensi antar-regulasi terkait 

anak dari hubungan kohabitasi. 

Data penelitian mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang (UU)  

No. 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku 

hukum pidana dan administrasi publik, serta pendapat akademisi yang relevan 

dengan isu kohabitasi dan status anak. Seluruh data dianalisis menggunakan metode 

interpretasi sistematis dan teleologis untuk mengungkap hubungan antaraturan 

serta tujuan pembentukannya dalam konteks reformasi hukum pidana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Baru dan Implikasinya 

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang saat ini marak terjadi di 

kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kohabitasi. Kohabitasi diartikan sebagai hidup 

bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan 

yang sah (Arief, 2011). Kohabitasi mempunyai sebutan unik di Indonesia, yaitu 

kumpul kebo yang dahulunya disebut dengan koempoel gebouw. Koempoel artinya 

kumpul dalam bahasa Belanda sedangkan gebouw berarti bangunan atau atap, jadi 

apabila koempoel gebouw disatukan, maka artinya berkumpul dalam satu bangunan 

atau atap. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia menyebutnya 

kumpul kebo, sebab kata gebouw diartikan dengan kebo (Setyawan, 2024) 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang tertuang dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, 

sebelumnya pada KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie) tidak 

ada aturan terkait kohabitasi, dikarenakan KUHP Lama merupakan peninggalan 

Belanda, yang mana di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan 

yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda halnya dengan Indonesia, 

masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat yang menghormati 

nilai-nilai pernikahan, maka dari itu Undang-Undang baru mengatur tentang 

kohabitasi ini (Gusti Muslihuddin Sa’adi dkk. 2023). 

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru diatur secara eksplisit pada Pasal 

412, yang menegaskan komitmen negara terhadap norma sosial dengan 

memprioritaskan ikatan perkawinan sebagai fondasi keluarga Indonesia 

(Simanjuntak, 2023). Meskipun delik ini bersifat aduan absolut dan hanya menjerat 

pelaku tanpa memengaruhi pihak ketiga secara langsung, keberadaannya 

memunculkan pertanyaan krusial mengenai status hukum anak yang lahir dari 

hubungan tersebut. Berbeda dengan KUHP Lama warisan kolonial yang tidak 

mengkriminalisasi kohabitasi karena kultur Belanda yang lebih sekuler dan permisif, 

KUHP Baru secara sadar menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial 

budaya Indonesia kontemporer (Rechtsvinding BPHN, 2022). 

Secara yuridis, pengaturan Pasal 412 KUHP Baru tidak boleh menimbulkan 

efek diskriminatif bagi anak, karena prinsip perlindungan anak mengharuskan 

negara menjamin hak yang sama tanpa memandang status kelahiran atau asal-usul 

orangtua (Yayasan Kusuma Bongas, 2022). Oleh karena itu, analisis hubungan antara 

norma pidana kohabitasi dengan aturan administrasi kependudukan menjadi sangat 

penting untuk mencegah potensi stigmatisasi dan hambatan akses hak dasar anak. 

Ketentuan ini harus selaras dengan komitmen konstitusional perlindungan anak yang 

bersifat non-diskriminatif (Kemenkumham, 2024). 

 

Status Anak dari Kohabitasi Menurut UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada 

keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan 

atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang 

lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-

anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah 

keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut 

anak yang demikian ini adalah anak luar kawin (Bowontari, S., 2019) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) 

mengatur bahwa status anak sah diakui apabila lahir dari perkawinan yang sah 

menurut hukum, namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah 

biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA (Aljuraimy, 2013). 

Putusan ini menandai perkembangan progresif dalam hukum keluarga Indonesia 
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yang bertujuan melindungi anak dari stigma sosial dan memastikan hak-hak dasar 

mereka terpenuhi. Hal ini semakin relevan dalam konteks KUHP Baru yang 

mengkriminalisasi kohabitasi, di mana status anak tidak boleh terdampak oleh 

pelanggaran orang tua (Setyawan, dkk., 2024). 

Dengan demikian, meskipun kohabitasi dikriminalisasi dalam KUHP Baru 

melalui Pasal 412, status perdata anak tetap dapat dilindungi melalui mekanisme 

pengakuan anak dan pencatatan administratif yang terpisah dari pelanggaran orang 

tua (Portal Hukum, 2025). Prinsip best interest of the child yang dijamin dalam UU 

Perlindungan Anak dan regulasi perdata memperkuat argumentasi bahwa anak tidak 

boleh menjadi korban hukuman pidana orang tua. Hal ini memastikan hak identitas, 

kesehatan, dan waris anak tetap terpenuhi tanpa diskriminasi. 

 

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Lahir 

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib menerbitkan 

surat keterangan lahir berdasarkan kondisi medis objektif tanpa mempertimbangkan 

status perkawinan orang tua, sebagaimana diatur dalam regulasi kependudukan dan 

kesehatan (Wowor, B., Paransi, E., Bawole, H., 2024). UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 

2023 menegaskan bahwa pelayanan medis tidak boleh mendiskriminasi pasien 

termasuk bayi baru lahir, karena diskriminasi kesehatan melanggar prinsip 

kesetaraan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Ketentuan ini memastikan 

anak dari hubungan kohabitasi tetap mendapatkan hak administrasi dasar tanpa 

hambatan.  

Perlindungan hak identitas anak di rumah sakit diwujudkan melalui 

pelaksanaan penerbitan surat keterangan lahir yang sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku serta penggunaan data identitas yang benar. Jika terdapat 

pelanggaran terhadap hak identitas anak, rumah sakit dan dokter dapat menghadapi 

pertanggungjawaban hukum dalam bentuk administratif, perdata, maupun pidana. 

Hal ini menegaskan pentingnya akurasi dan kepatuhan dalam proses administratif 

kelahiran demi menjamin perlindungan hak anak secara optimal (Kurniawan, V., 

2023) 

Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

mengatur bahwa pejabat administrasi wajib memberikan pelayanan yang sah, 

objektif, akuntabel, dan tidak mempersulit warga negara, sehingga dokumen 

administrasi terkait hak hidup serta identitas anak harus tetap diproses tanpa 

diskriminasi. Karena itu, tenaga kesehatan tidak memiliki dasar hukum untuk 

menolak penerbitan surat keterangan lahir bagi bayi dari hubungan kohabitasi, 

mengingat kewajiban ini bersifat mandatori demi menjamin hak dasar anak. 

 

Penerbitan Akta Kelahiran dan Implikasi Administratifnya 

Penerbitan akta kelahiran merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi prosesnya dimulai dari fasilitas kesehatan yang 

menerbitkan surat keterangan lahir sebagai bukti awal peristiwa kelahiran sesuai 

prosedur administratif yang berlaku (Dukcapil Tasikmalaya, 2022). UU Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap anak wajib 
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dicatatkan kelahirannya tanpa memandang status pernikahan orang tua, karena hak 

identitas merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi (Dukcapil 

Semarang, 2025). Ketentuan ini memastikan aksesibilitas layanan pencatatan sipil 

bagi semua anak, termasuk dari hubungan kohabitasi. 

Dengan demikian, keberadaan Pasal 412 KUHP, kohabitasi tidak boleh 

menjadi hambatan administratif bagi pencatatan identitas hukum anak, karena 

norma pidana tersebut bersifat delik aduan terbatas yang tidak memengaruhi hak 

sipil anak secara langsung (Kemenkumham, 2024). Negara wajib menjamin 

harmonisasi antar-regulasi agar norma pidana tidak mengorbankan hak 

konstitusional anak atas identitas dan perlindungan, sesuai prinsip kepentingan 

terbaik anak dalam sistem hukum modern. Integrasi ini mencerminkan komitmen 

perlindungan hak asasi manusia di mana pidana orang tua tidak boleh berdampak 

pada status administratif anak (Sukardi DetikNews, 2022). 

 

Kesenjangan Hukum (Legal Gap) dalam Harmonisasi KUHP Baru dengan UU 

Administratif 

Kesenjangan hukum (legal gap) dalam harmonisasi KUHP Baru dengan  

undang-undang administratif menjadi persoalan yang krusial untuk diperhatikan, 

khususnya dalam konteks kriminalisasi kohabitasi. Jika dianalisis secara normatif, 

tampak adanya potensi legal gap antara kriminalisasi kohabitasi dan pemenuhan hak 

anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kriminalisasi bertujuan menegakkan moral 

publik, tetapi aturan administrasi menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas 

hukum (Asshiddiqie, 2011).  

Tanpa harmonisasi yang jelas, petugas kesehatan maupun petugas pencatatan 

sipil berpotensi mengalami kebingungan atau salah menafsirkan kewajiban mereka, 

yang dapat mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk 

hak atas identitas dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembentukan pedoman 

implementasi yang jelas dan terpadu menjadi sangat penting untuk memastikan 

keselarasan antarperaturan dan efektivitas perlindungan hukum bagi seluruh pihak 

terkait. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

KUHP Baru membawa implikasi hukum terhadap pengaturan kohabitasi, 

namun tidak menghilangkan atau mengurangi hak-hak anak yang lahir dari hubungan 

tersebut. Status anak tetap dilindungi oleh hukum nasional dan prinsip hak asasi 

manusia. Tenaga kesehatan tetap berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan 

tanpa diskriminasi dan dilindungi secara hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai 

standar profesi dan kode etik. 

Analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 

tidak memiliki konsekuensi langsung terhadap status perdata anak. Pengakuan 

hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis tetap dijamin melalui 

Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 serta mekanisme hukum administrasi yang 

memungkinkan pencatatan kelahiran tanpa diskriminasi. Dalam konteks praktik 
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kesehatan, tenaga medis memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan surat 

keterangan lahir berdasarkan fakta medis, tanpa mempertimbangkan status 

perkawinan orang tua. Namun, terdapat potensi legal gap akibat disharmoni antara 

norma pidana dan norma administratif, terutama ketika petugas kesehatan atau 

Disdukcapil menafsirkan secara keliru pengaruh Pasal 412 terhadap proses 

pencatatan sipil. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum agar hak anak 

atas identitas dan kesehatan tidak terhambat oleh kriminalisasi kohabitasi. 

 

Saran  

Diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan 

hukum kesehatan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, 

pemerintah dan organisasi profesi tenaga kesehatan perlu memberikan pedoman 

teknis yang jelas guna melindungi tenaga kesehatan dari potensi kriminalisasi dalam 

menjalankan tugas profesionalnya. 

1. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman teknis terpadu yang menjelaskan 

hubungan antara Pasal 412 KUHP dan tata kelola administrasi kependudukan 

untuk mencegah penafsiran keliru di fasilitas kesehatan dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

2. Tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan regulasi lintas-sektor, terutama 

mengenai kewajiban non diskriminatif dalam penerbitan surat keterangan lahir 

sesuai Undang-Undang Kesehatan 2023. 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) perlu memperkuat SOP 

(Standar Operasional Prosedur) pencatatan kelahiran agar tidak bergantung 

pada status perkawinan orang tua, serta memastikan prosedur yang mudah, 

cepat, dan ramah anak. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dimensi sosiologis kohabitasi, karena 

aspek penerimaan sosial sering kali lebih menentukan hambatan administratif 

dibanding aspek normatif. 

5. Perlu evaluasi berkala terhadap efek implementasi Pasal 412 KUHP, khususnya 

apakah terdapat indikasi penyalahgunaan pasal atau dampak tidak langsung 

terhadap akses layanan publik bagi anak. 
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